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BUPATI NATUNA

PROVTI.ISI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR q7 TAHUN 2AL9

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGFIASILAN TETAP, TUNJANGAN,

INSENTIF KELEMBAGAAN, DAN BIAYA OPERASIONAL

PEi\TYELENGGARAAN PEMERiNTAHAN DESA

SERTA DANA PURNA BAKTI KEPAI"A DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasai 81, Pasai 81A

dan Pasal 81B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2AL9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan

Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

bahwa untrrk meningkatkan kinerja dan kualitas

pelayanan penyelenggara€un Pemerintahan Desa perlu

memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris

Desa dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian

penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

Perangkat Desa lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, T\rnjangan,

Insentif Kelembagaan dan Biaya Operasional

:a

D.
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Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Dana Purna

Bakti Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Peiaiawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negera

Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana teiah ciiubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OOg tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota tsatam

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 7A7, Tambahan Lembaran Negara Republik '

Indonesia Nomor a88O);

Undang:Undang Nomor 72 Tahun 2411 tentang

Pembetukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 32341 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2OLL tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2}lg Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Incionesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Mengingat : 1,.

'2.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AG tentang

Pemerinta-han Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

i,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587/

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang lrlomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2A74 tenia.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Iriegara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan

irmbaran itlegara Republik indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

Repubiik Indonesia Irlomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana ielah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Irlomor i 1 Tahun 2A79 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2079 Nomor 41, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 632Ll,;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 82 Tahun 2016

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

4.

5.

6.

7.

8.
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4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2A17 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

82 Tahun 2076 teniang Pengangkatan <ian

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2077 Nomor 122211'

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Atas Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 12231;

Perairrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6i 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun'

2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2A13 Nomor 6i;

Peraturan Bupati Natrrna Nomor 53 Tahun 2Ol4

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol4

Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapakaii

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2Ol9

tentang Ferubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Natuna Nomor 53 Tahun 2Ot4 tentang Sistem .dan
Prosedur Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Natrrna Tahun 2Ol9 Nomor 1);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Natuna Tahun ?OLB Nomor 83).

10.

11.

t2.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN

TETAP, TUNJANGAN, II{SENTIF KELEMBAGAAN DAN

BIAYA OPERASIONAL PEI{YELENGQtrRAAI{

PEMERINTAHAN DESA SERTA DAT.IA PURNA BAKTI

KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUfoI

Pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adaiah Bupaii sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati <ialam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Bldan

Permusyawaratan Desa dalam mengatrrr dan

mengurLrs kepeniingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam



penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

pen,'elenggara Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah Pembanttr Kepala Desa yang

terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan

dan Pelaksana Teknis.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah m6reka yang setelah memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan <ialam Peraturan Perundang-

undangan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang

dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan

negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan

Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan

Perundang-undangan.

Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu'

berupa uarlg dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa yang

selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana

keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat

yang meiaksanakan pengelolaan keuangan

berdasarkan Keputusan Kepala Desa

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Pemegang Keknrasaan Pengelolaan Keuangan

yang seianjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa,

atau sebutan nama lain yang karena jabatannya

7.

8.

9.

10.

11.
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15.
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mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keselui:.rhan pengelolaan keuangan desa.

Lembaga Pengumsan Kemasyarakatan ditingkat

kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin

oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Desa.

Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat

kerukunah tetangga yang disingkat RT dan berada

dibawah Rukun \llarga yang dipimpin oleh seorang

Ketua Rukun Tetangga.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD

adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten

Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit LOo/o

(sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang

diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana

Alokasi Khtrsus.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

adalah pendapatan yang berhak diterima oieh setiap

orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala

Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang

berwenang.

Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada

Kepala Desa atau Perangkat Desa dan/atau

Pimpinan, Wakil, sekretaris dan anggota Badan

Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan.

Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi

tugas pokok pada suatu satrran organisasi

pemerintah.

Gaji adalah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil i*S
menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BFD yang dibayarkan di instansi

induknya.

16.

t7.

18.

19.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penghasilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam
7t.f\rE' lJesa, Derupa:

a.

b.

c.

d.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Tunjangan Femerintahan Desa;

Insentif kelembagaan Pemerintahan

Biaya Operasional Penyeienggaraan

Desa;

Dana Purna Bakti Kepaia Desa.

Perangkat Desa;

Desa;

Pemerintahan

e-

(1i

(2t

BAB III

PENGHASILAN TETAP

Bagran Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

bukan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan

penghasilan tetap.

Penghasilan Tetap Kepaia Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggarkan

dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan

ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa

tentang APE Desa.

Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana tersebut pada ayat (1i diietapkan

dengan ketentuan :

a. besaran penghasiian tetap kepala Desa paiing

sedikit Rp2.426.64O,0O (dua juta empat ratus

dua puiuh enam ribu enam ratus empat puiuh

rupiah) setara I2Oo/o {seratus dua puluh persen)

(3)

F}&RAF KO
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dari gaji pokok

ruang llla;
fegawai Negeri Sipil golongan

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa

paling sedikit Rp2.224.42O,OO (dua juta dua

ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua

puiuh rupiah) setara TlOo/o (seratus sepuluh

puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri

Sipil golongan rlrang 1l/a;

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa

paling sedikit Rp2.A22.2OO,OO (dua juta dua

puluh dua ribu dua ratus mpiah) setara lOOo/o

(seratus perseni dari geii pokok Pegawai Negeri

Sipil golongan ruang II/a.

Dalam hat ADD tidak mencukupi untuk mendanai

penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris

Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber

lain dalam APB Desa seiain Dana Desa.

Pasal 4

Penghasilan Tetap sebagaimana <iimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) berupa gaji yang diterima setiap

bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Besaran Penghasilan Tetap kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1i

diatur dalam Peraturan ini dan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa,

Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur

sebagai berikut:
a. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa

ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan.

sebesar Rp3.225.OOO,- (tiga juta dua ratus dua

puluh lima ribu rupiah);

t+,

tU

{21

tU
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b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap

setiap bulan sebesar Rp2.3O0.000,- (dua juta

dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

c. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap

setiap bulan sebesar Rp2.O22.2OO,- (dua juta

dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

d. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap

setiap bulan sebesar Rp2.O22.2OO,- (dua juta

dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

e. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap

setiap bulan sebesar Rp2.O22.2OO,- (dua juta

dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

f. Staf atau Sebutan lainnya ditetapkan

penghasilan tetap setiap bulan sebesar

Rpl.6OO.000,- (satu juta enam ratus ribu
rupiah).

(21 Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat

menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara

waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala

Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan ha(nya

sebagai PNS.

PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa berhak

menerima penghasilan tetap dan tunj€mgan lainnya

yang sah di Pemerintahan Desa dan tidak

mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai dari

instansi induknya.

(1)

(21
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(3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS berhak

menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya

yang sah di Pemerintahan Desa dan tidak menerima

Tambahan Penghasilan Pegawai dari instansi

induknya.

BAB IV

TUNJANGAN PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA

Bagran Kesatu

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan

tunjangan yang dianggarkan dalam belanja desa

yang bersumber ADD.

T\rnjangan sebagaimana pada ayat (1) dberikan

sesuai dengan kemampuan keuangan desa

Tunjangan sebagaimana dimaskud pada ayat (1)

terdiri atas :

a. tunjangan Jabatan;

b. tunjangan pengelolaan keuangan dan aset desa;

c. tunjangan hari raya.

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a terdiri atas :

a. tunjangan jabatan Kepala Desa;

b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa;

c. tunjangan jabatan Kepala Seksi;

d. tunjangan jabatan Kepala Urusan;

e. tunjangan jabatan Kepala Dusun.

Tu4iangan pengelolaan keuangan dan aset desa

sebagaimana ayat (3) huruf a adalah honorarium

pengelolaan keuangan dan aset yang diberikan setiap '

bulan kepada :

tq

(21

(3)

(41

(5)
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a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan Desa;

b. Sekretaris Desa selalu Koordinator Pelaksana

Pengeloiaan Keuangan Desa;

c. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan

fungsi kebendaharaan.

d. Kepala Urusan Umum selaku petugas/pengurus

aset Desa.

Pasal 8

(1) Peneia.pan besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa

dan PerangJ<at Desa diahrr sebagai berikut :

a. Kepala Desa di tetapkan tunjangan seiiap bulan

sebesar Rp6OO.OOO,OO (enam ratus ribu rupiah);

b. Sekretaris Desa di tetapkan tunjangan setiap

bulan sebesar RpSOO.OOO,OO (lima ratus ribu

rupiahi;

c. Kepala Seksi di tetapkan tunjangan setiap bulan

sebesar Rp25O.0OO,O0 (dua ratus lima puiuh

ribu rrrpiah);

d. Kepaia Urusan ditetapkan tunjangan setiap

bulan sebesar Rp2OO.OOO,OO (dua ratus ribu

rupiah);

e. Kepala Dusun di tetapkan tunjangan setiap

buian sebesar Rp2OO.OOO,OO (dua ratus ribu

rupiah);

(21 Penerima T\rnjangan sebagaimana pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Penetapan besaran Tunjangan pengelolaan keuangan

dan aset Desa, diatur sebagai berilmt:

a. Kepala Desa selaku Femegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan 
,

tunjangan setiap bulan sebesar
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Rp1.5OO.O0O,OO (satu juta lima ratus ribu

-'-:^1-\.r (rProLrrr,

b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD

ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar

Rpl.2O0.OOO,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

c. Kepal3 Urusan Keuangarr yang melaksanakan

fungsi kebendaharaErn ditetapkan tunjangan

setiap bulan sebesar Rp1.1OO.OOO,OO (satu juta

seratus ribu rupiah);

d. Kepala Urusan Umum selaku petugas/pengurus

Aset Desa ditetapkan tunjangan setiap bulannya

sebesar Rp3OO.OOO, OO (tiga ratus ribu rupiahi.

(21 Penerima Tunjangan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan

keputusan Kepala Desa.

Pasal 1O

Penjabat Kepala Desa yang menerima Tambahan

Penghasilan Pegawai dari instansi induknya dapat

menerima tunjangan jabatan dan penghasiian

lainnya yang sah di Pemerintahan Desa.

Penjabat Kepala Desa yang tidak menerima

Tambahan Penghasilan Pegawai dari instansi

induknya dapat menerima penghasilan tetap,

tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah

di Pemerinta.han Desa.

Pasal L1

Kepaia Desa, Penjabat Kepala Desa atau perangkat

Desa yang cuti dengan jangka waktu diatas 30 (tiga

puluh) hari kerja menerima penghasilan tetap dan

tidak menerima tunj angan.

Tunjangan diberikan seteiah yang bersangkutan

melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 15 (lima'

beias) hari pada bulan tersebut.

tl,

lzl

tU
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Bagran Kedua

?unjangan Badan Permusy-awaratan Desa

Pasal 12

(li Dalam rangka meningi<atkan kesejahteraan,

pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan.

(21 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
terdiri atas :

a. tunjangan kedudukan BPD; dan

b. tunjangan Kinerja BPD.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

desa.

Pasal 13

Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 12 ayat (21 humf b diahrr

sebagai berikut:

a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan

sebesar Rp2.15O.OOO,OO (dua juta seratus lima

puluh ribu rupiah);

b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap

bulan sebesar Rp1.850.OOO,OO (satu juta

delapan ratus iima puluh ribu rupiah);

c. Sekeratris BPD ditetapkan hrnjangan setiap

bulan sebesar Rp1.75O.OOO,OO (satu juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan

sebesar Rp1.55O.OOO,OO (satu juta lima ratus

iima puluh ribu rupiah).

Tunjangan sebagaima dimaksud pada Pasal 12 ayat

(2) huruf a, bersumber dari anggaran Alokasi Dana

Desa.

(1)

I {\SSISTEN

(21
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Pasal 14

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal L2 ayat (2)

huruf b, bersumber dari anggaran Pendapatan Asli Desa.

Pasal 15

Besaran Tunjapgan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Penerima Tunjangqn sebagaimana pada Pasal t2
ditetapkan dengan Keputtrsan Kepala Desa.

Pasal 17

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal L2 ayat (21

huruf b, bersumber dari anggaran Pendapatan Asli Desa.

Pasal 18

Anggota BPD yang berstatus sebagai PNS berhak

menerima tunjangan kedudukan dan hrnjangan kinerja di

Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan Hari Raya

Pasal 19

Tunjangan hari raya diberikan kapada kepala Desa,

perangkat Desa, staf lainnya dan anggota BPD.

Tunjangan hari raya bagi kepala Desa, perangkat

Desa dan staf lainnya diberikan 1 (satu) kali dalam

1 (satui tahun sebesar 5O% (lima puluh perseratus)

dari penghasilan tetap.

Tunjangan hari raya bagr anggota BPD adalah

bagian tunjangan kedudukan yang diberikan 1

(satur) kati dalam 1 {satu) tahun sebesar 50o/o {lima'
puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan.

(i)

{21

(3i

PARAF Koonfiwnsi
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BAB V

INSENTIF KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2O

Insentif kelembagaan pemerintahan desa <iiberikan

kepada i ,

a. Rukun Tetangga; dan

b. Rukun Warga.

Pasal 21

(i) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari

ADD.

(21 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan

uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan

pemerintahan, perencanaan pembangullan,

ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan

masyarakat desa.

(3) Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Vf,arga

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rukun tetangga diberikan insentif per-bulan

sebesar Rp. 7OO. OOO,OO(tujuh ratus ribu rupiah) ;

b. Rukun Warga diberikan insentif per-bulan

sebesar Rp.7OO.OOO,OO (tujuh ratus ribu rupiah);

(4) Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL PEi{YELENGQ6qrUtll

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Biaya Operasional Pemerintah Desa
FARAF KoORDISTAST
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Pasat 22

Untuk menjalankan roda pemerintahan desa,

pemerintah desa diberikan biaya operasional.

Biaya operasional Pemerintah Desa dianggarkan

dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja

Desa.

(3) Biaya operasional Pemerintah Desa dianggarkan

dari alokasi 7Ao/o (tdrh puluh per seratus) dari

belanja Desa.

Penganggaran biaya operasional Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan

memperhitungkan kamampuan keuangan Desa,

efektifitas dan kebutuhan operasional.

Alokasi operasional Pemerintah Desa sebagaimana

pada ayat (3) sebanyak-banyaknya 2Ao/o (drua puluh

per seratusi dari pagu ADD murni.

Bagran Kedua

Biaya Operasional BPD

Pasal 23

il) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BPD

diberikan biaya operasional.

(21 Biaya operasional BPD dianggarkan dari 3O% (tiga

puluh persen) dari belanja Desa setelah alokasi

penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa,

perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD

ierpenuhi.

(3) Alokasi biaya operasional BPD sebanyak-

banyaknya Rp85.OOO.OOO,OO (delapan puiuh ii**
juta rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

(1)

(21

t'rl

(s)
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(1)

lz)

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diberikan

biaya operasional yang dianggarkan dalam APB Desa.

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a,. RT <ian RW;

b. LPMD;

c. Lembaga Adat;

d. Karang Taruna;

e. PKK;

f. Posyandu;

g. Lembaga Kemasyarakaran Desa lainnya yang

dibentuk dengan Peraturan Desa.

Biaya operasional sebagaimana ciimaksud pada ayat

(1) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

lembaga kemasyarakatan Desa daiam membantu

pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menerima biaya

operasional wajib menyampaikan laporan kegiatan

pada ai<hir tahun kepada Kepala Desa.

BAB VII

DANA PURNA BAKTI KEPALA DESA

Pasal 25

Dana purna bakti diberikan kepada Kepaia Desa

yang mengakhiri masa baktinya dengan hormat,

berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan

dalam APB Des.

Besaran dana purna bakti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebesar Rp. 2O.OOO.OO0,OO (dua puluh

juta rupiahi.

Dana purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan kepada kepaia Desa yang mengakhiri

masa jabatannya dan/atau tidak dapat

menyelesaikan masa jabatannya.

(3)

(41

tU

lzt

(3)
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Kepala Desa yang tidak dapat menyelesaikan masa

jabaiannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah

dikarenakan meninggal dunia atau dalam kondisi

keadaan sai<it dan diberhentikan dengan hor:nat

diberikan Dana purna bakti sebesar 50 o/o (lima

puiuh perseratusi dari besarnya Dana Purna Bakti.

Dalam hat kepala Desa meninggal dunia, Dana hrrna

Bakti diberikan kepada ahli warisnya.

Dana purna bakti tidak diberikan kepada kepala

Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

JAMINAN SOSIAL

Pasal 26

Kepala Desa, perangkat Desa dan staf lainnya di

berikan jaminan sosial.

Jaminan sosial sebagaimana ayat (i) berupa

jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan

jaminan hari tua atau jaminan pensiun.

Ketentuan lebih lanjut jaminan sosial bagi Kepala

Desa, perangkat Desa dan staf lainnya di berikan

jaminan sosial diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan ditakukan secara fungsional oleh

inspektorat atau Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas di bidang pengawas€rn sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Peraturan Desa.

tU

lzl

(3)

tU

t'21
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(3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas

pembinaan, penga\Masan dan pengendalian terhadap

realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan,

insentif dan operasional kelembagaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penyesuaian besaran penghasiian tetap kepaia Desa,

Perangkat Desa, staf lainnya dan tunjangan kepala Desa

dan perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD

terhitung sejak penetapan peraturan Desa tentang APBD

perubahan Tahun Anggaran 2479.

Pemberian dana purna tugas diberikan bagi kepala Desa

yang berakhir masa jabatannya mulai januari 2O2O.

Pengalokasian tunjangan hari raya dimulai Tahun

Anggaran 2420.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku Peraturan

Bupati Nomor 83 Tahun 2O18 tentang Pedoman Umum

Penghitungan Penghasilan Tetap, T\rnjangan, Insentif

Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagr.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

(u

(21

(3)
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Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan

pengundang€Ln Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 7 $k*oge_r z$lg

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 7 Of*ober. zotg

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OI9 NOMOR U2


